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BAB II 

PERIHAL  PERLINDUNGAN HUKUM, KETENTUAN MENGENAI 

LANJUT USIA, DAN KETENTUAN MENGENAI PENELANTARAN 

RUMAH TANGGA 

A. Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Satijipto Raharjo (2000, 98), menyatakan bahwa:  

“Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini 
bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. 
Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu 
bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta 
antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut 
aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah 
cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari 
kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan 
moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 
perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan 
segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang 
pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 
untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota 
masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang 
dianggap mewakili kepentingan masyarakat.” 
 

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra (1993, 35), menyatakan bahwa:  
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“Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan 

yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan 

juga prediktif dan antisipatif.” 

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum 

tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan 

antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan 

hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek 

ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk 

ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. 

Natsir Asnawi (2015, 46), menyatakan bahwa:  

“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam 
hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan 
pemulihan hak–hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka 
perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk 
menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek 
hukum tertentu.” 
 

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada 

seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak 

berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak, 

maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.  

Menurut teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi 

yang dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald (D. O. Susanto 

2016), ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, yaitu:  

a. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak itu. Ia 

juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang 

menjadi sasaran dari hak;  
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b. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi 

pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat 

hubungan korelatif;  

c. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak lain 

untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan sesuatu 

perbuatan (omission). Hal ini disebut sebagai isi hak;  

d. Commission atau omission itu menyangkut sesuatu yang bisa 

disebut sebagai objek dari hak; dan 

e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu 

peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada 

pemiliknya.  

Natsir Asnawi (2015, 46), juga menyatakan bahwa:  

“Sarana hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum 

antara lain adalah perundang-undangan serta asas-asas  hukum 

yang berhubungan dengan hukum perdata.” 

Hakekat perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum 

yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat kesepakatan, 

dimana pada saat mengemas klausul–klausul dalam kesepakatan, kedua 

belah pihak menginginkan agar kepentingannya terpenuhi atas dasar kata 

kesepakatan, termasuk pula segala bentuk resiko dapat dicegah melalui 

klausul–klausul yang dikemas atas dasar kesepakatan, sehingga dengan 

klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum 

berimbang atas persetujuan mereka bersama. 
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M. Isnaeni (2016, 16) berpendapat bahwa :  

“Sumber perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) 

macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan 

hukum internal.” 

Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, 

disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam 

artinya mereka memiliki bargaining power yang berimbang, sehingga atas 

dasar hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk 

menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan 

saat para pihak menyusun klausul–klausul kesepakatan, sehingga 

perlindungan hukum dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak.  

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat 

regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakekat peraturan perundang 

-undangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara 

proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang 

sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat 

dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi 

pihak yang teraniaya. Misalnya, saat debitur melanggar hak kreditur, maka 

kreditur perlu perlindungan hukum juga. Kemasan peraturan perundang-

perundangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara 

proporsional. 
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2. Bentuk Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-

subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Muchsin (2003, 46), menyatakan bahwa :  

“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan 
tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 
Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan 
dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 
memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu 
kewajiban.” 
 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan 

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum 

suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. 

Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum 

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih 

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada 

diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai 

perlindungan hukum preventif. 

b. Perlindungan Hukum Represif 

CST Kansil (1989, 35), menyatakan bahwa :  
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“Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, 

dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah 

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran 

hukum.” 

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan 

suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan 

Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori 

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap 

tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena 

menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada 

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan 

pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum 

terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan 

dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara 

hukum. 

3. Tujuan Perlindungan Hukum 

Muntakir (2009, 35) menyatakan bahwa perlindungan hukum 

bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang 

benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas 
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tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan 

berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum 

sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya 

masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan 

cita hukum (Rechtidee) di dalam negara hukum (Rechtsstaat), dan bukan 

negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum berfungsi sebagai perlindungan 

kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, 

yaitu: Ishaq, menyatakan bahwa :  

a. Kepastian Hukum (Rechtssicherkeit); 

b. Kemanfaatan Hukum (Zeweckmassigkeit); 

c. Keadilan Hukum (Gerechtigkeit); dan 

d. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit). 

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran 

yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan 

keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, 

adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para 

perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan 

menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, 

artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya 

kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai 

perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia 

terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan 
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hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah 

dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan 

hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustisiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan. 

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya 

kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat 

mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum 

adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, 

kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan 

dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. 

Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan 

keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap 

individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum 

yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, 

keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan 

keadilan. 

Untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak hanya memperkuat 

substansi dan/atau arah tujuan hukum. namun fungsi hukum. Adapun 

fungsi hukum harus berfokus kepada pengatur dan perlindungan terhadap 

kepentingan masyarakat. 

Pernyataan tersebut dibawa oleh Broinslaw Malinowski yang 

menyatakan bahwa :  
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“Hukum tidak hanya berperan dalam keadaan-keadaan yang 

penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum 

juga berperan pada aktivitas sehari-hari.” 

Peter Mahmud Marzuki (2008, 49), menyatakan bahwa :  

“Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) 
maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat 
umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 
dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan 
sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. 
Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 
membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 
Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut 
menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian 
hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya 
aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 
perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan 
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 
boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap 
individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam 
undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam 
putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan 
hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.” 
 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan 

dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan 

logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan 

logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain 

sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.  

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat 

berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. 

M. Djumhana dan R. Djubaedillah (2013, 59), menyatakan bahwa :  
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“Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjada kepastian 
hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan 
aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau 
bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, 
pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal 
demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga 
akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus 
dipulihkan seperti sediakala.” 
 

Pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan 

batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah 

dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga 

perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak 

mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan 

batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak 

memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai 

daya prediktibilitas. 

B. Ketentuan Mengenai Lanjut Usia 

1. Pengertian Lanjut Usia 

Lansia merupakan salah satu fase hidup yang dimna akan dialami 

oleh setiap manusia, meskipun umur bertambah dengan diiringi proses 

penurunan fungsi organ tubuh tetapi lanjut usia akan tetap dapat menjalani 

hidup sehat. 

Zulfiana Kartika (2019, 59), yang menyatakan bahwa pengertian 

lanjut usia secara umum, seseorang dapat dikatakan lanjut usia apabila 

usianya telah mencapai 65 tahun keatas. 

Nugroho (2013, 19), menyatakan bahwa menua (menjadi tua : aging) 

adalah suatu proses menghilangnya kemampuan secara perlahan–lahan 
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untuk memperbaiki diri atau mengganti diri dan mempertahankan struktur 

dan fungsi normal sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan 

memperbaiki kerusakan yang diderita.  

Menua bukanlah suatu penyakit tetapi merupakan proses 

berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dalam 

maupun luar tubuh. Walaupun demikian memang harus diakui bahwa ada 

berbagai penyakit yang sering terjadi pada kaum lansia. Menurut World 

Health Organisation (WHO), lansia adalah seseorang yang telah 

memasuki usia 60 tahun keatas. Lansia merupakan kelompok umur pada 

manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. 

Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang 

disebut Aging Process atau proses penuaan. 

Kementrian Kesehatan RI (2014, 81), menyatakan bahwa menjadi 

tua merupakan suatu proses natural dan kadang–kadang tidak tampak 

mencolok. Penuaan akan terjadi pada semua sistem tubuh manusia dan 

tidak semua sistem akan mengalami kemunduran pada waktu yang sama. 

Asumsi dasar tentang teori penuaan yang harus diperhatikan dalam 

mempelajari lansia yaitu :  

a. Lansia adalah bagian dari proses tumbuh kembang. Manusia tidak 

secara tiba–tiba menjadi tua, tetapi perkembangan dari bayi, anak–

anak, dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Seseorang dengan usia 

kronologis 70 tahun mungkin dapat memiliki usia fisiologis seperti 

orang usia 50; dan 



41 

b. Peningkatan jumlah lansia merupakan hasil dari perkembangan ilmu 

dan teknologi abad ke 20. 

Setiadi Hardywinoto (2005, 64) menyatakan bahwa, kriteria dalam 

proses penuaan yang baik dapat dilihat dari kesehatan fisik dan mental 

lansia, fungsi kognitif, sosialisasi dengan masyarakat, produktivitas, dan 

kepuasan hidup. 

Proses penuaan adalah siklus kehidupan yang ditandai dengan tahap–

tahap menurunnya berbagai fungsi organ tubuh, yang ditandai dengan 

semakin rentannya tubuh terhadap berbagai serangan penyakit yang dapat 

menyebabkan kematian misalnya pada sistem kardiovaskuler dan 

pembuluh darah, pernafasan, pencernaan, endokrin, dan lain sebagainya. 

Dewi Rhosma. S. (2014, 89) menyatakan bahwa, pernyataan tersebut 

disebabkan seiring meningkatnya usia sehingga terjadi perubahan dalam 

struktur dan fungsi sel, jaringan, serta sistem organ. Perubahan– perubahan 

tersebut pada umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan 

psikisyang pada akhirnya akan berpengaruh juga pada aktivitas ekonomi 

dan sosial mereka. 

Sehingga Effendi. F & Makhfudli (2009, 77) menyatakan bahwa, 

secara umum akan berpengaruh pada activity of daily living. 

Vinna Fitriana (2013, 79) menyatakan bahwa bantuan hidup bagi 

lansia merupakan alternatif yang digunakan bagi lansia yang merasa tidak 

aman dalam kehidupannya, sehingga membutuhkan bantuan tambahan 

dalam activity of daily living-nya. 



42 

Terganggunya melaksanakan activity of daily living mengakibatkan 

mereka menjadi tergantung kepada orang lain. Beberapa orang 

dewasayang lebih tua, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan fisik 

harus dapat mengelola activity of daily living mereka dengan pengawasan. 

Misalnya, mencuci tanganatau berpakaian di pagi hari. Namun, dengan 

kebutuhan pengawasan tersebut perawat dapat menilai atau mengkaji 

langkah mana yang seharusnya dilakukan atau tidak. Dalam berpakaian di 

pagi hari, beberapa lansia dengan keterbatasan kognitif akan lebih 

membutuhkan pengawasan dari perawat terkait dengan kebutuhan 

keamanan pada lansia. 

A Iskandar (2016, 31) menyatakan bahwa secara umum terdapat 

beberapa perubahan kondisi fisik pada lansia yang dapat dilihat dari : 

a. Perubahan penampilan pada bagian wajah, tangan, dan kulit; 

b. Perubahan bagian dalam tubuh seperti sistem saraf yaitu otak, isi perut 

yaitu limpa dan hati; 

c. Perubahan panca indra : penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa; 

dan 

d. Perubahan motorik antara lain berkurangnya kekuatan, kecepatan dan 

belajar keterampilan baru. 

Kartinah & Sudaryanto (2008, 54) menyatakan bahwa 

perubahan/kemunduran kondisi fisiologis tersebut berupa penurunan 

fungsi organ pada lansia yang seharusnya mendapat perhatian dari seluruh 

kalangan baik keluarga, masyarakat, maupun tenaga kesehatan terutama 
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untuk meningkatkan kualitas hidupnya, karena lansia adalah sekelompok 

individu yang merupakan bagian dari masyarakat. 

Kemunduran psikologis pada lansia juga terjadi karena 

ketidakmampuan untuk mengadakan penyesuaian–penyesuaian terhadap 

situasi yang dihadapinya, antara lain sindroma lepas jabatan dan sedih 

yang berkepanjangan. 

Maryam, S (2008, 19) menyatakan bahwa selain aspek fisik dan 

psikologis, kemunduran juga terjadi pada aspek sosial. Kemunduran 

sosiologi pada lansia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan 

pemahaman lansia itu atas dirinya sendiri. Status sosial seseorang sangat 

penting bagi kepribadiannya di dalam pekerjaan. Perubahan status sosial 

lansia akan membawa akibat bagi yang bersangkutan dan perlu dihadapi 

dengan persiapan yang baik dalam menghadapi perubahan tersebut. Aspek 

sosial ini sebaiknya diketahui oleh lansia sedini mungkin sehingga dapat 

mempersiapkan diri sebaik mungkin. 

Mauk LK (2010, 94) menyatakan bahwa, penurunan kondisi fisik 

dan mental tersebut menyebabkan menurunnya derajat kesehatan lansia 

sehingga tingkat ketergantungan pada lansia akan semakin meningkat dan 

selanjutnya akan mempengaruhi kualitas hidup lansia. Kualitas hidup 

lansia dikatakan baik jika kesehatan fisik, psikologis, dan sosialnya baik. 

Kesehatan fisik tersebut berhubungan dengan activity of daily living dasar 

yang dilakukan oleh lansia dalam kehidupan sehari–hari, seperti makan, 

minum, berjalan, mandi, dan buang air besar. 
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I Wahit Mubarak (2009, 84) menyatakan bahwa kesehatan psikologis 

lansia dikatakan baik, bila lansia memiliki sifat positif seperti motivasi 

hidup, mampu menghadapi serta menyelesaikan permasalahan pada 

dirinya, serta tercapainya tujuan dan memaknai hidup dengan lebih baik di 

usiasenjanya dengan perasaan optimis. Sedangkan aspek sosial lansia 

dikatakan baik, bila ia cukup mendapatkan dukungan dari keluarga 

maupun lingkungan sosial sekitarnya. 

2. Batasan Usia Lansia 

Nurgroho (2013, 76) menyatakan bahwa menurut Pasal 1 Undang–

undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan 

Orang Jompo yang menentukan bahwa seseorang dapat dinyatakan 

sebagai seorang jompo atau lansia setelah bersangkutan mencapai usia 55 

tahun, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk 

keperluan hidupnya sehari–hari dan menerima nafkah dari orang lain. 

Adapun beberapa pendapat tentang batasan umur lansia yaitu : 

a. Menurut World Health Organisation (WHO), ada empat tahap lansia 

meliputi :  

1) Usia pertengahan (Middle Age) :  kelompok usia 45–59 tahun; 

2) Lanjut usia (Elderly) : antara 60–74 tahun; 

3) Lanjut usia tua (Old) : antara 75–90 tahun; dan 

4) Lansia sangat tua (Very Old) : diatas 90 tahun. 

b. Klasifikasi pada lansia ada 5 menurut Maryam (2008, 92), yakni : 

1) Pralansia (Prasenilis) : seseorang yang berusia antara 45-59 tahun; 
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2) Lansia : seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih;  

3) Lansia resiko tinggi : seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih 

atau seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah 

kesehatan; 

4) Lansia Potensial : lansia yang masih mampu melakukan aktifitas; 

5) Lansia tidak potensial : lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, 

sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.  

c. Menurut irren and Jenner dalam Nugroho (2013, 79) mengusulkan 

untuk membedakan antara usia biologis, usia psikologis, dan usia 

social, yakni : 

1) Usia biologis, yaitu jangka waktu seseorang sejak lahirnya berada 

dalam keadaan hidup tidak mati; 

2) Usia psikologis, yaitu kemampuan seseorang untuk mengadakan 

penyesuaian pada situasi yang dihadapinya; dan 

3) Usia sosial, yaitu peran yang diharapkan atau diberikan masyarakat 

kepada seseorang sehubungan dengan usianya. 

Batasan lansia yang ada di Indonesia adalah 60 tahun ke atas. 

Pernyataan tersebut dipertegas dalam pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 Undang–

undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia adalah 

seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. 
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C. Ketentuan Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

1. Pengertian Rumah Tangga 

Juliana Ibnu Mubarok (2012, 232) menyatakan bahwa rumah tangga 

yaitu salah satu pelaku ekonomi yang menggunakan, memakai atau 

menghabiskan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Setiap rumah tangga memiliki kebiasaan dan tingkah laku yang 

berbeda-beda.  

Hal ini ditentukan oleh jumlah pendapatan, yaitu apabila penghasilan 

yang didapat dari gaji suami mereka tinggi, cenderung lebih tinggi juga 

pngeluarannya, dan apabila suatu rumah tangga terpenuhi kebutuhan 

pokoknya, maka akan muncul pula kebutuhan lainnya. Faktor lainnya 

yang mempengaruhi perilaku rumah tangga adalah jumlah anggota 

keluarga, kedudukan sosial, pengaruh lingkungan, gaya hidup, serta 

kebiasaan atau selera. 

2. Pengertian Kekerasan 

Munandar Sulaiman dan Siti Homzah (2010, 51) menyatakan bahwa 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan adalah 

perihal sifat keras, paksaan, perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik 

atau barang orang lain. Sedangkan kamus Webster mendefinisikan 

kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau 

menganiya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai atau 

terluka dikarenakan penyimpangan pelanggaran, atau perkataan tidak 

senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergejolak, atau hebat dan 
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cenderung menghancurkan atau memaksa. Dapat muncul berupa perasaan 

yang diekspresikan dengan penuh emosional, termasuk hal-hal yang 

timbul dari aksi atau perasaan tersebut. 

Fenomena kekerasan terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu 

yang menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus 

kekerasan yang dialami perempun, namun intensitasnya pun makin 

mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan 

media masa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat 

kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang 

semakin banyak dilakukan. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan 

Kekerasan terhadap Perempuan, yaitu mencakup segala bentuk tindakan 

kekerasan, baik secara fisik seksual maupun emosional yang membuat 

perempuan menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, 

intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara 

terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. 

Muhlisin (2016, 15) menyatakan bahwa definisi kekerasan belum 

ada suatu kesepakatan, karena adanya pandangan yang berbeda, masing-

masing mempunyai penilaian dalam menentukan tingkatan dan faktor atau 

tindakan apa saja yang dapat di maksudkan dalam kategori. Kekerasan 

sendiri berasal dari bahasa latin, yaitu violentia, yang berarti kekerasan, 

keganasan, kehebatan, kebengisan, kedahsyatan, aniaya, perkosaan. 
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3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam 

Encyclopedia of Criminal Justice, beliau mengatakan bahwa kekerasan 

adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik 

berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan 

pembinasaan atau kerusakan hak milik. Meskipun demikian, kejahatan 

juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan 

perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti 

kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan 

hubungan seksual yang Dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak 

bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang 

mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakuan oleh suami 

terhadap isterinya. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang 

menyatakan bahwa : 

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan,yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara 
fisik,seksual,psikologis, atau penelantaran rumah tangga 
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau 
perampasan kemerdekaansecara melawan hukum dan lingkup 
rumah tangga.” 
 

Mia Amalia (2013, 6) menyatakan bahwa kekerasan (baik fisik 

maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota 

keluarga yang lain (yang dapat Dilakukan oleh suami kepada istri dan 

anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau bahkan sebaliknya). 
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Meskipun demikian, korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri 

dan anak oleh sang suami. Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk 

ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga.  

KDRT merupakan masalah yang tidak banyak orang mengetahuinya 

karena sifatnya yang memang tertutup. Kekerasan yang Dilakukan sering 

dianggap sebagai salah satu bentuk didikan suami terhadap istri serta 

anggapan bahwa suami sebagai pemimpin rumah tangga sehingga suami 

bertindak semaunya. 

4. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Ayatullah Jawadi Amuli (2005, 363) menyatakan bahwa dalam 

membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah seperti apa 

yang menjadi cita-cita suami istri pada kenyataannya banyak yang tidak 

sesuai dengan harapan. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, salah satu persoalan 

yang sering muncul dan menimbulkan perselisihan di antaranya adalah 

kekerasan dalam rumah tangga. 

Abdul Azis (2007, 161) menyatakan bahwa, melalui studinya 

menegaskan bahwa ada kekerasan, di antaranya : physical abuse, 

psychology calabuse, material abuse or theft of money or 

personalproperty, dan violation of right. Berdasarkan studinya anak-anak 

yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan 

secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, 
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memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap 

tindakan agresif. 

Rochmat Wahab (2010, 7) menyatakan bahwa da tiga teori utama 

yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori 

frustasi-agresi, dan teori control, yakni : 

a. Teori biologis menjelaskan bahwa manusia, seperti juga hewan, 

memiliki suatu insting agresif yang sudah dibawa sejak lahir. Sigmund 

Freud menteorikan bahwa manusia mempunyai suatu keinginan akan 

kematian yang mengarahkan manusia-manusia itu untuk menikmati 

tindakan melukai dan membunuh orang lain,dan dirinya sendiri. 

Robert Ardery yang menyarankan bahwa manusia memliki instink 

untuk menaklukkan dan mengontrol wilayah, yang sering 

mengarahkan pada perilaku konflik antar pribadi yang penuh 

kekerasan; 

b. Teori frustasi-agresi menyatakan bahwa kekerasan sebagai suatu 

carauntuk mengurangi ketegangan yang dihasilkan situasi frustasi. 

Teori ini berasal dari suatu pendapat yang masuk akal bahwa 

seseorang yang frustasi sering menjadi terlibat dalam tindakan agresif. 

Orang frustasi sering menyerang sumber frustasinya atau 

memindahkan frustasinya ke orang lain. Misalnya, seorang remaja 

(teenager) yang diejek oleh orang lain mungkin membalas dendam, 

sama halnya seekor binatang kesayangan yang digoda. Seorang 
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pengangguran yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan mungkin 

memukul istri dan anakanaknya; dan 

c. Teori biologis menjelaskan bahwa orang-orang yang hubungannya 

dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak tepat adalah mudah 

untuk terpaksa berbuat kekerasan ketika usaha-usahnya untuk 

berhubungan dengan orang lain menghadapi situasi frustasi. Teori ini 

berpegang bahwa orangorang yang memiliki hubungan erat dengan 

orang lain yang sangat berarti cenderung lebih mampu dengan baik 

mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang impulsif. 

Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak 

terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin 

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga; Kekerasan 

pada perempuan di Indonesia sendiri telah diantisipasi dengan Undang- 

Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT). Faktor-Faktor Penyebabnya antara lain : 

a. Karena ketimpangan historis hubungan kekuasaan antara laki-laki dan 

perempuan yang mengakibatkan dominasi dan kriminasi terhadap 

perempuan.  

b. Peran gender yang dikonstruksi secara sosial dan budaya (laki-laki 

sebagai seorang superior). Bentuk Kekerasan Pada Perempuan 

Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan 

Psikologis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan 



52 

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada 

seseorang. Kekerasan Finansial adalah menelantarkan orang dalam 

lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku 

baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 

Selain itu ada menururt Mia Amalia (2013, 8) menyatakan bahwa 

beberapa faktor-faktor lain pula penyebab kekerasan dalam rumah tangga, 

di antaranya adalah : 

a. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika 

berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain 

untuk berbuat tidak senonoh dan jahat; 

b. Gaya hidup dan pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang 

semakin bebas,tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang 

seharusnya boleh di kerjakan dengan yang dilarang dalam 

hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki 

dengan perempuan sehingga sering terjadi seduktif rape; 

c. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap normanorma 

keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan 

yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang 

cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial 

untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain; 
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d. Tingkat kontrol masyarakat (social control) yang rendah, artinya 

berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum 

dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan 

dari unsur-unsur masyarakat; 

e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang 

cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat 

mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. 

Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi 

dengan sanksi hukum yang akan diterimanya; 

f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu 

seksualnya. Nafsu seksualnya di biarkan mengembara dan 

menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya; dan 

g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam 

terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti 

dan merugikan sehingga menimbulkan Anga Rape. 

5. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Ruang lingkup dari kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum 

dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

Tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi : 

a. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:  

3) Suami, istri, dan anak;  

4) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, 
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perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap 

dalam rumah tangga; dan/atau  

5) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 

rumah tangga tersebut.  

a. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang 

sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam 

rumah tangga yang bersangkutan. 

Dari bunyi pasal diatas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan 

juga bentuk-bentuknya : 

a. Kekerasan Fisik 

Tongat (2009, 132) menyatakan bahwa kekerasan fisik 

merupakan kekerasan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit 

atau luka berat. tindakan kekerasan yang termasuk dalam kekerasan 

fisik adalah memukul, menampar, meludahi, menjambak, menendang 

menyudut rokok, melukai dengan senjata tajam dan lain sebagainya. 

Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu 

berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan 

paksa. Moerti Hadiati Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini 

ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, 

penganiayaan, dan perkosaan. Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa 

luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian. Adapun 

definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 
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Tahun 2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

adalah sebagai berikut : 

“Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 

jatuh sakit, atau luka berat.” 

b. Kekerasan Psikologis  

Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan 

seseorang merasakan takut atau terancam, hilangnya percaya diri, 

hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan 

membuat seseorang menjadi trauma. Dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai 

berikut : 

“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 
bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis 
berat pada seseorang.” 
 

c. Kekerasan Seksual  

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang 

dilakukan terhadap orang yang menatap dalam lingjup rumah tangga 

tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 

lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan 

atau tertentu. Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam 
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Rumah Tangga yang menyatakan bahwa kekerasan seksual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga meliputi : 

1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 

2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam 

lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan 

komersial dan/atau tujuan tertentu. 

d. Kekerasan Ekonomi dan penelantaran  

Kekerasan ekonomi adalah setiap orang yang menelantarkan 

dalam lingkup rumah tangganya dengan tidak memberi nafkah lahir 

maupun batin serta pemeliharaan dan perawatan yang layak. 

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

adalah :  

1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 

tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 

perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; 

2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku 

bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi 

dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang 
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layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di 

bawah kendali orang tersebut. 

Penelantaran rumah tangga ini erat kaitannya dengan ekonomi, 

baik itu berupa tidak diberikan biaya yang seharusnya ditanggung oleh 

pelaku demi kelangsungan hidup korban atau berupa pembatasan atau 

larangan yang menyebabkan ketergantungan ekonomi. Misal, suami 

melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

keluarga, serta tidak memberikan uang belanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


